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Abstract. The development of halal MSMEs plays a crucial role in promoting sustainable 

economic growth in Indonesia, especially amidst the increasing global demand for halal 

products. This study aims to explore the synergy between legal frameworks and policy 

measures in supporting the development of halal MSMEs, focusing on their impact on 

competitiveness and economic contribution. The research adopts a qualitative descriptive 

method based on secondary data, analyzing key policies such as Law No. 20 of 2008 on 

MSMEs and the Halal Product Assurance Law. Findings indicate that regulatory 

support, including free halal certification and tax incentives, has significantly driven the 

growth of halal MSMEs, enhanced their competitiveness in international markets, created 

employment opportunities, and contributed to poverty alleviation. Despite these 

advancements, challenges such as high certification costs and complex administrative 

procedures remain barriers to progress. The study highlights the necessity for more 

inclusive and efficient policy reforms to strengthen the sustainability of halal MSMEs. 

Moreover, the research underscores the potential of halal MSMEs as a driving force for 

economic transformation, calling for collaborative efforts among the government, 

certification bodies, and entrepreneurs. These insights contribute to a broader 
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understanding of how a supportive regulatory ecosystem can elevate halal industries 

while addressing socio-economic challenges. 

Keywords: Halal MSMES, Policy, Sustainable Economy, Development. 

 

Abstrak. Pengembangan UMKM halal memiliki peran penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya 

permintaan global akan produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

sinergi antara kerangka hukum dan langkah-langkah kebijakan dalam mendukung 

pengembangan UMKM halal, dengan fokus pada dampaknya terhadap daya saing dan 

kontribusi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis 

data sekunder, menganalisis kebijakan utama seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dukungan regulasi, termasuk sertifikasi halal gratis dan insentif 

pajak, secara signifikan mendorong pertumbuhan UMKM halal, meningkatkan daya 

saing mereka di pasar internasional, menciptakan peluang kerja, dan berkontribusi pada 

pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, tantangan seperti biaya sertifikasi yang 

tinggi dan prosedur administrasi yang kompleks masih menjadi hambatan utama. 

Penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan efisien 

untuk memperkuat keberlanjutan UMKM halal. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti 

potensi UMKM halal sebagai penggerak transformasi ekonomi, serta pentingnya upaya 

kolaboratif antara pemerintah, badan sertifikasi, dan pelaku usaha. Temuan ini 

memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana ekosistem regulasi yang 

mendukung dapat meningkatkan industri halal sekaligus menjawab tantangan sosial-

ekonomi. 

Kata Kunci: Ekonomi Berkelanjutan, Kebijakan, Pembangunan, UMKM halal. 

 

LATAR BELAKANG 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam 

perekonomian Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha dan 

menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional, menjadikan sektor ini sebagai tulang 

punggung ekonomi negara. Selain itu, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk 



Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 60,5% (Arifen et al., 2019). Peran dominan ini 

menjadikan UMKM sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

Industri halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Sektor 

unggul pada halal value chain, memberikan dampak pertumbuhan sekitar 1.94% dari 

tahun ke tahun, untuk fashion sekitar 3.81% dan pertumbuhan yang paling baik ada pada 

sektor makanan dan minuman halal yang memberikan kontribusi sekitar 5.87%, 

pertumbuhan ini terjadi pada triwulan kesatu tahun 2024 (Widiati & Azkia, 2023). 

Sehingga hal ini menandakan bahwa saat ini industri halal digemari oleh para pelaku 

pasar domestik dan berpeluang menembus pasar internasional yang lebih luas. Namun, 

pelaku UMKM halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal 

regulasi dan kebijakan. Implementasi regulasi halal masih menemui berbagai kendala, 

seperti pendapatan pelaku UMKM yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi 

mereka untuk mengurus sertifikasi halal (Verawati et al., 2021). Selain itu, kurangnya 

pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi 

halal secara online.  

Sinergi antara aspek hukum dan kebijakan menjadi kunci dalam mendorong 

pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui UMKM halal. Kolaborasi antara 

pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku usaha diperlukan untuk menciptakan 

ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM halal (Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, 2023). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang 

kuat dalam mendukung perkembangan industri halal melalui kebijakan dan regulasi yang 

menguntungkan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang telah 

diterbitkan untuk memastikan bahwa produk halal memenuhi standar yang ditetapkan 

oleh otoritas halal nasional (Khairunnisa et al., 2020).   

Dukungan pemerintah menjadi potensi besar industri makanan halal di Indonesia. 

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang luas 

untuk produk halal. Namun, masih banyak UMKM di sektor pangan yang belum 

bersertifikat halal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya sertifikasi 

yang dianggap mahal, prosedur yang rumit, dan kurangnya pengetahuan mengenai 

persyaratan sertifikasi halal (A’yun, 2023).  

Berbagai solusi telah diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah 

satunya adalah dengan memberikan insentif bagi UMKM halal, seperti sertifikasi halal 
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gratis dan insentif pajak. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan 

komunitas UMKM juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM halal 

(Pujiono et al., 2018). Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan bagi 

pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Kebutuhan sinergi antara aspek hukum dan 

kebijakan, diharapkan UMKM halal di Indonesia dapat berkembang dan berkontribusi 

lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan 

upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan 

melalui pengembangan dan penumbuhan ekonomi halal. Oleh karena itu, perbaikan 

regulasi untuk mempercepat sertifikasi halal dan kebijakan fiskal yang lebih proaktif 

sangat diperlukan untuk mendukung UMKM halal. Dengan demikian, UMKM halal 

dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di 

Indonesia.  

 

KAJIAN TEORITIS 

Teori Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 

Konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan sebuah konsep 

gabungan antara peningkatan daya beli masyarakat dalam arti kesejahteraan dan menjaga 

kelestarian lingkungan agar generasi mendatang dapat memenuhi segala kebutuhan 

mereka sehingga saat ini kita perlu memikirkan bagaimana cara melestarikan dan 

menjaga hal tersebut (Mubarok & Fauziana, 2021).  

Terdapat tujuh elemen yang di dalamnya menegaskan untuk memenuhi 

keberlanjutan dalam bidang ekonomi. Yang pertama bahwa konsistensi dan menciptakan 

lingkungan dari kebijakan pemerintah perlunya diatasi dengan rasa kondusif. Yang 

kedua, dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu disusul dengan sumber 

daya mausia yang mumpuni dan berkualitas sehingga hal ini merupakan aset bangsa. 

Yang ketiga, fasilitas penunjang umum dalam hal ini untuk memberikan dampak bagi 

ekonomi misalnya transportasi untuk menunjang kecepatan distribusi, telekomunikasi, 

gas, air bersih dan energi. Yang keempat, kestabilan politik dalam menciptakan ritme 

investasi yang dapat melahirkan kebutuhan pekerjaan yang baru. Yang kelima dapat 

memajukan teknologi agar memberikan dampak efisiensi yang luas sehingga menjadikan 

daya saing ekonomi yang kuat. Yang keenam, untuk mengintegrasikan perdagangan 

internasional dan mengakses pasar ke dunia internasional sehingga menjadi stimulus bagi 



daya pertumbuhan ekonomi. Terakhir yang ketujuh, bahwa kita perlu mempertimbangkan 

segala dampak kegiatan ekonomi saat ini terhadap lingkungan (Ashimbayev et al., 2018; 

Oneshko et al., 2022; Otieno, 2023).  

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup universality, yaitu 

mendorong penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah; 

integration, yang menekankan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; 

serta inclusiveness, yang memastikan partisipasi semua pihak dalam proses 

pembangunan.  

 

Konsep UMKM Halal 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal merujuk pada unit usaha yang 

memproduksi barang atau jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. UMKM halal 

memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan sesuai 

dengan ketentuan halal yang ditetapkan dalam syariah (Primantara & Rachmawadi, 

2024). Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar 

dalam mengembangkan industri halal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional.  

Kriteria UMKM halal meliputi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam proses 

produksi dan distribusi, serta memiliki sertifikasi halal yang diakui. Sertifikasi ini 

memastikan bahwa produk bebas dari unsur haram dan diproses sesuai dengan ketentuan 

Islam. Selain itu, UMKM halal harus memenuhi standar kualitas dan keamanan produk 

yang ditetapkan oleh otoritas terkait (Verawati et al., 2021).  

Peluang pasar industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dengan 

meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya konsumsi produk halal. Permintaan 

untuk produk halal tidak hanya datang dari konsumen Muslim, tetapi juga dari konsumen 

non-Muslim yang menghargai kualitas dan keamanan produk. Hal ini menciptakan pasar 

domestik yang luas dan potensi ekspor yang signifikan bagi produk halal Indonesia. 

(Krisnawati, 2018)  

Industri halal di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk makanan dan 

minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan. Setiap sektor memiliki peluang 

unik untuk dikembangkan, dengan UMKM halal memainkan peran dalam memenuhi 

kebutuhan pasar domestik dan internasional (Kementerian Koordinator Bidang 
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Perekonomian, 2023). Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan peningkatan 

kesadaran konsumen, industri halal di Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk 

tumbuh dan berkembang.  

 

Kerangka Hukum dan Kebijakan UMKM Halal di Indonesia 

Kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung UMKM halal di Indonesia telah 

ditetapkan melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi landasan utama dalam 

pemberdayaan sektor ini. UU ini menetapkan definisi dan kriteria UMKM, serta 

memberikan dukungan, perlindungan, dan pengembangan bagi UMKM sebagai wujud 

keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Selain itu, Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi 

halal bagi produk yang beredar di Indonesia (Hidayah et al., 2019; Mastura, 2024; 

Susanto et al., 2023). Implementasi regulasi halal ini masih menemui berbagai kendala, 

seperti pendapatan pelaku UMKM yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi 

mereka untuk mengurus sertifikasi halal.  

Untuk mendukung UMKM halal, pemerintah Indonesia telah menetapkan 

kebijakan nasional seperti sertifikasi halal gratis dan insentif pajak. Kebijakan ini 

bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar memperoleh sertifikasi halal, sehingga 

produk mereka dapat bersaing di pasar domestik dan internasional (Verawati et al., 2021). 

Dengan demikian, industri halal di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkontribusi 

lebih besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 

insentif lain, seperti gratis biaya sertifikasi produk halal bagi UMKM. Pemerintah 

memberikan insentif ini untuk mendorong UMKM agar memperoleh sertifikasi halal, 

sehingga produk mereka dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Dengan 

demikian, industri halal di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkontribusi lebih 

besar terhadap perekonomian nasional. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data 

sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal, laporan 

pemerintah, dan artikel terkait (Ismail & Hartati, 2019). Tujuan utama dari penelitian ini 



adalah untuk menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung UMKM 

halal di Indonesia, serta dampaknya terhadap perkembangan industri halal. Data sekunder 

dipilih karena memberikan kemudahan akses terhadap informasi yang lebih luas dan 

relevan terkait regulasi UMKM dan industri halal tanpa perlu melakukan pengumpulan 

data primer secara langsung. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-

undangan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. Selain itu, dokumen dari lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga 

digunakan untuk mendalami kebijakan yang mendukung sektor UMKM halal. Analisis 

dilakukan dengan teknik analisis konten untuk mengevaluasi tema-tema utama dari 

regulasi tersebut dan dampaknya terhadap UMKM halal di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Peraturan dan Kebijakan yang Mendukung UMKM Halal 

Analisis peraturan dan kebijakan yang mendukung UMKM halal di Indonesia 

menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

memiliki peran penting dalam membentuk industri halal. Regulasi ini mewajibkan produk 

yang beredar di pasar Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini merupakan 

langkah strategis untuk melindungi konsumen dan memperkuat posisi pasar produk halal 

Indonesia di kancah internasional. Meskipun demikian, pelaksanaan undang-undang ini 

menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal biaya sertifikasi dan proses 

administrasi yang cukup rumit.  

UMKM halal memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan 

meningkatnya permintaan pasar terhadap produk halal. Namun, tidak semua pelaku 

UMKM dapat dengan mudah mengakses sertifikasi halal. Biaya yang tinggi untuk 

sertifikasi, serta keterbatasan pemahaman tentang prosedur dan manfaatnya, menjadi 

hambatan utama bagi sebagian besar UMKM (Verawati et al., 2021). Hal ini 

menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan dukungan yang lebih 

memadai untuk memudahkan akses terhadap sertifikasi halal.  
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Kebijakan pemerintah, seperti insentif pajak dan pembebasan biaya sertifikasi 

halal bagi UMKM, merupakan upaya untuk mengurangi hambatan yang ada. Program-

program seperti ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk 

mendapatkan sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing 

produk Indonesia di pasar global. Kebijakan ini juga menciptakan peluang bagi pelaku 

UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, terutama ke pasar-pasar yang lebih besar 

yang mengutamakan produk bersertifikasi halal (Ardiani & Sulfan, 2022). Meski 

demikian, meskipun kebijakan insentif sudah ada, tantangan masih tetap ada dalam 

implementasinya. Proses birokrasi yang kompleks dan ketidaktahuan tentang prosedur 

sertifikasi halal menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih 

lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyederhanakan prosedur dan 

memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan proses sertifikasi halal.  

Implementasi kebijakan insentif juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas 

UMKM dalam hal manajerial dan produksi. Program pelatihan yang terstruktur dapat 

membantu pelaku UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal, serta cara untuk 

memenuhi standar produk halal. Pelatihan ini juga perlu melibatkan pihak-pihak yang 

memiliki pemahaman mengenai syarat-syarat halal, sehingga pelaku UMKM dapat 

memproduksi barang-barang yang tidak hanya memenuhi standar halal tetapi juga 

berkualitas. Kebijakan ini juga menciptakan peluang besar dalam mendorong UMKM 

halal untuk memanfaatkan teknologi digital (Elwisam & Lestari, 2019). Adopsi teknologi 

dapat membantu UMKM mempercepat proses sertifikasi halal, serta mempermudah 

pemasaran produk. Platform digital yang memfasilitasi UMKM halal dalam mengakses 

informasi dan mengikuti prosedur sertifikasi halal akan sangat bermanfaat bagi pelaku 

usaha (Krisnawati, 2018).  

Sertifikasi halal berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan oleh UMKM. Kepercayaan ini akan mendorong permintaan 

yang lebih tinggi terhadap produk halal, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar 

internasional. Dengan adanya permintaan yang meningkat, UMKM halal memiliki 

kesempatan lebih besar untuk berkembang dan berinovasi. Regulasi dan kebijakan yang 

mendukung UMKM halal seharusnya diimbangi dengan peningkatan kemitraan antara 

pelaku UMKM dengan lembaga-lembaga terkait, seperti asosiasi halal dan lembaga 

sertifikasi (Susanto et al., 2023). Kemitraan ini akan menciptakan ekosistem yang 



mendukung UMKM dalam memenuhi standar halal, serta meningkatkan kualitas produk 

yang dihasilkan. Hal ini juga akan menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi 

perkembangan industri halal di Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah perlu 

memberikan dukungan lebih lanjut dalam hal pemasaran produk halal. Program 

pemasaran yang lebih intensif, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dapat 

memperkenalkan produk-produk UMKM halal ke pasar global. Pemerintah perlu bekerja 

sama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi bisnis, untuk memfasilitasi UMKM dalam 

memasarkan produk halal secara lebih efektif.  

Kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM halal di Indonesia 

menunjukkan potensi besar untuk menciptakan industri halal yang berkelanjutan. Jika 

hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi, sektor ini akan memberikan kontribusi 

signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Armiani et al., 2021). Hal ini tentu 

memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk 

menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri halal 

di Indonesia.  

 

Sinergi Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Mendukung UMKM Halal 

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku usaha 

merupakan kunci dalam pengembangan UMKM halal di Indonesia. Pemerintah melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menjalin kerja sama dengan 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM-MUI) untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Program ini bertujuan 

untuk melindungi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 dan meningkatkan daya 

saing produk halal Indonesia di pasar global. Studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal 

dapat meningkatkan kelas UMKM di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan 

pelanggan, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Namun, tantangan 

seperti biaya sertifikasi dan proses administrasi yang rumit masih menjadi hambatan bagi 

sebagian UMKM. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan 

pelaku usaha sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong 

pertumbuhan UMKM halal (Aulia, 2021).  

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) juga 

memiliki program yang mendukung pengembangan UMKM industri halal, seperti sinergi 
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kluster program halal center antar kementerian/lembaga, program pengembangan 

UMKM unggulan, dan program fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil. 

Program-program ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi halal dan 

meningkatkan kualitas produk UMKM (Anindia Putra et al., 2019). Selain itu, pemerintah 

menargetkan Indonesia menjadi pusat industri halal pada tahun 2024 dan kiblat industri 

fesyen dunia. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara 

pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha dalam mempercepat proses sertifikasi 

halal, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas akses pasar bagi UMKM halal.  

Dalam upaya mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM, pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran untuk pemberian fasilitasi sertifikasi halal. Dengan memiliki 

sertifikat halal, diharapkan UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan di tengah arus 

perdagangan global dan pandemi, serta meningkatkan nilai tambah produk halal mereka.  

Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha juga terlihat 

dalam program Sinergi Akselerasi UMKM Industri Halal yang bertujuan untuk 

mengorkestrasi inisiatif penguatan UMKM industri halal di Indonesia. Program ini 

melibatkan berbagai pihak untuk mendukung UMKM dalam memenuhi standar halal dan 

meningkatkan daya saing produk mereka. Meskipun demikian, tantangan seperti biaya 

sertifikasi dan proses administrasi yang rumit masih menjadi hambatan bagi sebagian 

UMKM (Rahmah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah 

dan lembaga terkait untuk menyederhanakan prosedur dan memberikan sosialisasi yang 

lebih luas mengenai manfaat dan proses sertifikasi halal. Sinergi ini juga tercermin dalam 

upaya pemerintah untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada agar lebih mendukung 

pengembangan UMKM halal. Pemerintah perlu terus memperkuat kerangka regulasi 

yang ada agar lebih mendukung pengembangan UMKM halal dan meningkatkan daya 

saing produk Indonesia di pasar global.  

Dalam konteks ini, studi kasus sukses UMKM halal yang memanfaatkan sinergi 

hukum dan kebijakan menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat 

meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing mereka. 

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha 

sangat penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM halal di Indonesia. Sinergi antara 

aspek hukum dan kebijakan dalam mendukung UMKM halal di Indonesia menunjukkan 

potensi besar untuk menciptakan industri halal yang berkelanjutan. Jika hambatan-



hambatan yang ada dapat diatasi, sektor ini akan memberikan kontribusi signifikan 

terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini tentu memerlukan kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang 

mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri halal di Indonesia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengembangan UMKM halal di Indonesia menunjukkan peran signifikan dalam 

mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian ini menegaskan 

bahwa sinergi antara aspek hukum dan kebijakan, melalui implementasi regulasi seperti 

UU No. 20 Tahun 2008 dan UU Jaminan Produk Halal, mampu meningkatkan daya saing 

UMKM halal di pasar domestik dan internasional. Dengan dukungan kebijakan seperti 

fasilitasi sertifikasi halal gratis dan pemberian insentif pajak, UMKM halal mampu 

memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, 

terutama di wilayah dengan potensi industri halal yang besar. Namun, tantangan berupa 

biaya sertifikasi, kurangnya edukasi pelaku usaha, dan birokrasi yang kompleks masih 

perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang berfokus 

pada data sekunder dan studi kasus tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya 

mencerminkan seluruh dinamika UMKM halal di Indonesia. Untuk penelitian 

mendatang, disarankan agar dilakukan studi empiris berbasis data primer yang 

melibatkan lebih banyak pelaku UMKM halal dari berbagai sektor. Selain itu, evaluasi 

efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan juga penting untuk memastikan 

keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan industri halal secara menyeluruh. 

Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas 

kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM halal dan ekonomi nasional.  
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